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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan bab-bab yang telah diuraikan oleh penulis secara seksama, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam 

Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota 

Yogyakarta yaitu DPRD Kota Yogyakarta dapat mengajukan rancangan 

peraturan daerah berwawasan lingkungan dengan pertimbangan 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan pada Kota 

Yogyakarta, sebagai salah satu upaya terpadu untuk menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian 

lingkungan hidup. Di samping itu untuk menghindari kerugian terhadap 

lingkungan hidup baik itu pencemaran maupun kerusakan lingkungan 

hidup.  

2. Hambatan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 

dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota 

Yogyakarta adalah ada 2 (dua) hambatan baik itu internal maupun 

eksternal. Hambatan secara internal yaitu faktor Sumber Daya Manusia 

(SDM) secara kualitas yang lemah dimana pada aspek pemahaman 

anggota DPRD Kota Yogyakarta tentang tugas dan fungsi DPRD, dimana 

mengangap bahwa pihak eksekutiflah yang bertanggung jawab dalam 

penyusunan Perda karena lebih memahami substansi masalah. Hambatan 
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eksternalnya yaitu belum ada indikator secara jelas untuk membuat perda 

berwawasan lingkungan agar mempermudah anggota DPRD Kota 

Yogyakarta untuk mempertimbangkan dalam penyusunan rancangan 

peraturan daerah berwawasan lingkungan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis 

menjabarkan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Republik Indonesia membuat suatu pedoman indikator-

indikator mengenai perda yang berwawasan lingkungan hidup dalam 

bentuk peraturan teknis yang kemudian dijadikan pedoman bagi anggota 

DPRD Kota Yogyakarta serta kemudian memberikan pendidikan dan 

pelatihan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta agar memahami dalam 

segala aspek penyusunan peraturan daerah yang berwawasan lingkungan 

hidup; 

2. Anggota DPRD Kota Yogyakarta perlu diberikan pemahamaan mengenai 

tugas, pokok, fungsi serta wewenang Legislatif (DPRD Kota Yogyakarta) 

oleh Ahli Hukum Tata Negara baik sebelum dan/atau sesudah diangkat 

menjadi Anggota DPRD Kota Yogyakarta, agar kualitas Sumber Daya 

Manusia lebih optimal. 
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